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NOMOR 5 TAHUN 2025
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PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GEMEKSEKTI PADA
BADAN USAHA MILIK DESA GEMILANG SAKTI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2

KEPALA DESA GEMEKSEKTI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) huruf d Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha
Badan Usaha Milik Desa Geinilang Sakti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gemeksekti
pada Badan Usaha Milik Desa Gemilang Sakti
dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42};
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang -
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
93);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional
Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 170);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6
Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 202);

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Nomor 54);

24, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);

25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018
Nomor 37);

26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang /
Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2020 Nomor 11j;

28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020
tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);

29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan
Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 85);

30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021
tentang Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan
Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 133);

31. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2015
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gemeksekti
(Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2015 Nomor 5);
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32. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Gemeksekti
Tahun 2024 Nomor 2);

33. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2024 Nomor 3);

34. Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gemeksekti
Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMEKSEKTI
dan
KEPALA DESA GEMEKSEKTI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA GEMEKSEKTI TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DESA GEMEKSEKTI PADA BADAN
USAHA MILIK DESA GEMILANG SAKTI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gemeksekti yang berkedudukan di
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa
Tengah.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Gemeksekti. '

Kepala Desa adalah Kepala Desa Gemelgsekn. .

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD,

Desa Gemeksekti.

5. aBC;?ilzrl? ]?Jz];ha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah BUM Desa Gemilang Sakti. .

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjgtpya disebut BUM
Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
Gemeksekti guna mengelola usahg, me;manfaatkanﬁ aset,
mengembangkan investasi dan proaukt'lvnas, r'ner?yemakan
jasa pelayanan, dan /atau menyeFllakan jenis wusaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

3 Szzﬁaaexg%ﬁk“besa adalah kegiatan dibidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh

8. 3311? (?se:;lilé BUM Desa adalah badan usaha milik: BUM Desa
yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan
fungsi dan tujuan BUM Desa.
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9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok
tatalaksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

10.Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM
Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat,
pelaksana operasional, dan pengawas.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12.Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik
yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang
baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang
diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah
Desa Gemeksekti pada Badan Usaha Milik Desa Gemilang Sakti.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gemeksekti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa
peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli
Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gemeksekti dilaksanakan
berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap
memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 4

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gemeksekti pada
Badan Usaha Milik Desa Gemilang Sakti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 258.655.400 (Dua ratus lima puluh
delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus Rupz:ah).

(2) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025
sebesar Rp. 258.655.400 (Dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus
lima puluh lima ribu empat ratus Rupiah).
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Gemeksekti.

Ditetapkan di Gemeksekti
_ Pada tanggal 4 September 2025

/ /KEPALA DESA GEMEKSEKTI,

(i
\ =

Diunangkan di Gemeksekti
Pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DESA GEMEKSEKTI,

INA AGUSTINA

LEMBARAN DESA GEMEKSEKTI KECAMATAN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR
5
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